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Abstract

The development of technology makes online motorcycle taxis have
users and partners that are increasing rapidly every year. However,
this also brings problems related to the taxation aspect, namely in
determining the business model and the very large number of realtime
transactions. The purpose of this study was to determine the treatment
of value added tax in an application company and the applicable tax
provisions. The method used is descriptive qualitative using literature
studies and interviews. The results obtained information that value
added tax is imposed on drivers / partners as users of application
services provided by online motorcycle taxi operators. The transaction
submission of applications carried out by online motorcycle taxi
operators does not fulfill the elements of being a retail entrepreneur
because there is already a contract between the two parties. So that
based on taxation provisions, online motorcycle taxi operators should
make a tax invoice for each of these submissions, regardless of whether
the application user has an NPWP or not.

Keywords: value added tax, digital economy, online transportation, tax
invoice, taxable services

Abstrak

Perkembangan teknologi membuat ojek online memiliki pengguna dan
mitra yang meningkat pesat setiap tahunnya. Namun, hal tersebut juga
membawa masalah terkait aspek perpajakannya yaitu dalam
menentukan model bisnis dan jumlah transaksi realtime yang sangat
besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan
pengenaan pajak pertambahan nilai di suatu perusahaan aplikasi dan
ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah
kualitatif ~deskriptif dengan menggunakan studi literatur dan
wawancara. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pajak
pertambahan nilai dikenakan terhadap pengemudi/mitra selaku
pengguna jasa aplikasi yang disediakan oleh operator ojek online.
Transaksi penyerahan aplikasi yang dilakukan operator ojek online
tidak memenuhi unsur sebagai pengusaha eceran karena sudah ada
kontrak di antara kedua belah pihak. Sehingga berdasarkan ketentuan
perpajakan, seharusnya operator ojek online membuatkan faktur pajak
untuk setiap penyerahan tersebut, terlepas dari pengguna aplikasi
mempunyai npwp atau tidak.
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1. Pendahuluan

Berdasarkan kajian Google-A.T Kearney tahun 2017, sebanyak US$ 3 miliar dolar
Amerika Serikat investasi asing mengalir untuk bisnis digital di Indonesia. Di Indonesia
sendiri pada tahun 2019, sudah ada 5 Unicorn yang ada yaitu Gojek, Tokopedia, OVO,
Traveloka, dan Bukalapak (Franedya 2019). Menurut laporan e-Conomy SEA (Google
Temasek 2018), ekonomi digital Indonesia terbesar dan memiliki pertumbuhan yang tercepat
se-Asia Tenggara yaitu sebesar US$27 miliar atau Rp391 triliun dan diprediksikan mencapai
US$100 pada tahun 2025.

Laporan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018
mengungkapkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 64% yaitu 171,17
juta jiwa dari total populasi penduduk 264,16 juta jiwa. Selain jumlah penduduk Indonesia
yang besar, secara nasional Indonesia mempunyai Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar
dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar Rp14.837
triliun (Kusnandar, Databoks 2019). Ekonomi digital di Indonesia mulai berkembang, hal ini
terlihat dari banyaknya perusahaan rintisan berbasis digital.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri 4.0, tidak bisa dimungkiri
ekonomi digital akan semakin berkembang di Indonesia. Ekonomi digital Indonesia
merupakan pasar yang strategis bagi berbagai penjual baik dari dalam maupun luar negeri.
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyampaikan bahwa kebangkitan
ekonomi digital Indonesia mencapai US$130 miliar pada 2020 (ANTARA 2018). Ekonomi
digital menjadi peluang yang menjanjikan bagi Indonesia. Laporan lembaga riset McKinsey
memperkirakan potensi ekonomi digital Indonesia dapat mencapai USD65 miliar pada tahun
2022 (Kementerian Sekretaris Negara 2019).

Berdasarkan riset Google, Temasek dan Bain & Company, pangsa pasar (gross
merchandise value) layanan ojek online Indonesia memiliki nilai dan pertumbuhan yang
paling besar dalam kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2015, Indonesia sudah menjadi
pangsa pasar terbesar dengan nilai gross merchandise value sebesar US$980 juta. Pada tahun
2019, pangsa pasar tumbuh menjadi US$5,7 miliar. Sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan
pangsa pasar ojek online Indonesia tetap menjadi yang tertinggi diatas Singapore, Thailand,
Filipina, Vietnam, dan Malaysia yaitu dengan mengalami peningkatan secara signifikan
menjadi US$18 miliar (Kusnandar, Databoks 2019). Selain itu, pada tahun 2018 ekonomi
digital memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional sedikit diatas rerata ASEAN vyaitu
sebesar 2,9% dari PDB Indonesia, Vietham dan Singapura menjadi negara yang berada di
atas Indonesia (Jayani 2019).(uz]

Selain memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia, ekonomi digital direalisasikan
dengan menerapkan teknologi digital terhadap usaha yang sebelumnya sudah ada. Salah satu
usaha yang sudah dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital adalah ojek.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang
ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Ojek merupakan
transportasi umum tidak resmi di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1969 (Benmetan,
2017). Seiring dengan perkembangan zaman, ojek yang memanfaatkan teknologi digital
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disebut dengan ojek online. Di Indonesia, ojek online mulai bermunculan pada tahun 2015.
Pada awalnya hanya ada dua operator ojek online yaitu Gojek dan Grab, setelah itu muncul
berbagai ojek online seperti Uber, Maxim, Nujek dan lainnya.

Munculnya berbagai ojek online dan besarnya minat pengguna ojek online di
Indonesia menimbulkan lapangan kerja baru yaitu sebagai pengemudi ojek online.
Berdasarkan riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
(LD FEB Ul) menyebutkan bahwa pada tahun 2018 rata-rata penghasilan mitra Gojek sudah
melebihi upah minimum kabupaten/kota(UMK) vyaitu sebesar Rp4,9 juta per bulan,
sedangkan UMK Jabodetabek sebesar Rp3,8 juta per bulan. Penghasilan yang lumayan dan
tidak membutuhkan keahlian khusus menjadi daya tarik utama masyarakat berlomba-lomba
mendaftar menjadi pengemudi ojek online. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto
mengatakan bahwa kehadiran ojek online membantu menurunkan angka pengangguran di
sektor informal. Oleh karena itu, secara tidak langsung ojek online memiliki peran dalam
menggerakkan perekonomian Indonesia dengan mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini
didukung pernyataan Presidium Nasional Gerakan aksi Roda Dua (GARDA) vyang
mengungkapkan bahwa saat ini ada lebih dari 4 juta pengemudi ojek online yang tersebar di
seluruh Indonesia (Kumparan.com 2020).

Begitu banyaknya jumlah pengemudi ojek online di Indonesia menimbulkan sebuah
pertanyaan tentang bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan nya. Menurut pengamat
pajak Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Reza Hafiz, memisalkan
sebuah operator ojek online memiliki 2000 mitra dengan rata-rata penghasilan atas jasanya
Rp200 ribu per hari. Dengan demikian dalam satu hari didapat penghasilan Rp400juta, dari
nilai tersebut jika dikenakan PPN 10 persen menjadi Rp40 juta. Dalam satu bulan potensi
PPN 2000 mitra mencapai Rpl1,2 miliar dan Rp14 miliar dalam setahun (Okezone 2016).
Pengandaian potensi pajak diatas terbatas untuk 2000 mitra dan jenis Pajak Pertambahan
Nilai, jika digabungkan dengan informasi sebelumnya yang menyatakan jumlah pengemudi
ojek online sekitar 4 juta dan penyerahan jasa yang bermacam-macam dapat dibayangkan
betapa besarnya potensi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dimaksimalkan dari ojek online.

Ojek online yang ada di Indonesia pada umumnya memiliki perusahaan atau badan
usaha tetap yang berlokasi di Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai terhadap penyerahan jasa aplikasi antara operator dengan mitra dapat
dikenakan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa
Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009
pada dasarnya mengatur semua transaksi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kecuali yang
dikecualikan dalam Undang-Undang. Dalam proses bisnis ojek online terdapat sistem bagi
hasil antara operator ojek online dengan mitra, besaran bagi hasil ada yang 20% dan 10%.
Dengan demikian selain melakukan penyerahan jasa kepada pelanggan, operator ojek online
juga melakukan penyerahan jasa aplikasi kepada mitra yaitu atas jasa mempertemukan antara
pelanggan dengan mitra (pengemudi ojek).

Aplikasi online seringkali disebut eservice. Eservice jusmerupakan suatu layanan atau
jasa yang diserahkan melalui internet atau dalam jaringan elektronik. Selain itu, peran
manusia dalam eservice umumnya minim dan penyerahannya tidak dapat dilakukan tanpa
adanya teknologi informasi. Kollman (2019) menjelaskan bahwa syarat umum pengenaan
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PPN atas eservice adalah adanya hubungan langsung antara penyerahan dengan manfaat yang
diterima pengguna. Sementara itu, dalam transaksi eservice tanpa perlu adanya pembayaran
secara faktual oleh pengguna transaksi telah dianggap sebagai penyerahan karena terdapat
pihak yang mendapatkan manfaat atas eservice yang digunakannya. Pihak yang
memanfaatkan jasa diidentifikasi melalui registrasi sukarela yang dilakukan pengguna.
Apabila pengguna tidak melakukan registrasi, identifikasi pengguna tetap dapat dilakukan
melalui pelacakan internet protocol (IP) dan cookies. Oleh karena itu, eservice pada dasarnya
memenuhi Kkriteria penyerahan jasa sebagaimana dalam transaksi offline sehingga terhutang
PPN. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya PPN atas transaksi eservice tetap dikenakan
sesuai dengan ketentuan PPN atas transaksi jasa yang dilakukan secara offline. Akan tetapi,
dalam lingkup akses internet tanpa batas kadang penentuan pihak yang benar-benar mendapat
manfaat sulit ditentukan.

Atas penyerahan jasa aplikasi, dalam pasal 4A ayat 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang
Mewah tidak termasuk dalam jasa yang dikecualikan. Selain itu, dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa
Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai mendefinisikan
kendaraan yang termasuk angkutan umum (tidak dikenakan PPN) adalah kendaraan yang
menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, sedangkan
kendaraan ojek online tidak demikian. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian
di lapangan untuk mengetahui proses bisnis, pengenaan, hambatan dan cara memaksimalkan
pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa aplikasi pada ojek online.

Berdasarkan penelusuran, penulis belum banyak mendapati penelitian tentang pajak
pertambahan pada ojek online ini. Penelitian terhadap pajak terhadap ekonomi digital yang
bersifat secara umum sudah banyak dilakukan, seperti pajak terhadap ekonomi digital
(Wijaya & Utamawati, 2018; Rum et al., 2018; Az’mi, 2019; Putri, 2019; Ngasuko, 2019;
Firmansyah, 2020; Suwardi et al., 2020; Miftahudin & Irawan, 2020; Carolina & Inayati,
2021, Faifitasari, 2021), pajak atas e-commerce (Cahyadini & Margana, 2018; Arimbhi et al.,
2019; Adam & Astin, 2019, Korniawan, 2019; Hasanudin et al., 2020; Safira, 2020; Ridayati
et al., 2020; Haryadi & Sari, 2020; Sukarno et al., 2020; Hadadi, 2021), proses bisnis ojek
online (Amajida, 2016; Anindhita et al., 2016; Roesdijanto et al., 2016; Anggriana et al.,
2017; Anwar, 2017; Verasatiwi & Wulan, 2018), dan kepatuhan wajib pajak pengemudi ojek
online (Ramadhani, 2017; Chandra & Arfianti, 2018; Meiyanti & Mulyani, 2019;
Widyaputra, 2019). Sedangkan penelitian Indriana (2016) terkait mekanisme dan upaya
pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap jasa pengiriman paket melalui layanan instant
courier ojek online merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih kepada mekanisme
awal sehingga perusahaan penyelenggara aplikasi tersebut wajib mengukuhkan diri sebagai
pengusaha kena pajak. Penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat dari sisi perusahaan
penyelenggara sudah berstatus sebagai pengusaha kena pajak dan bagaimana selama ini
pemungutan pajak pertambahan nilai kepada konsumen berupa mitranya apakah telah sesuai
dengan ketentuaan perpajakan yang berlaku, hambatannya, dan pengawasan yang sudah
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
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2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun
pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, pengamatan, dan wawancara.
Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari secara rinci kontrak kerjasama antara
perusahaan penyelenggara aplikasi ojek online dengan mitra ojek online ataupun resto. Hal
ini sebagai bukti otentik karena tidak ada perwakilan perusahaan penyelenggara ojek online
yang bersedia menjadi narasumber. Pengamatan dilakukan dengan terjun langsung sebagai
konsumen ojek online dan resto yang bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara ojek
online. NVawancara dilakukan dengan tiga pihak, yaitu mitra yang terdiri dari resto (Tn. A)
dan ojek online (Tn. B). Hal ini dilakukan untuk menggali lebih dalam terhadap mitra yang
berlaku sebagai konsumen e-service dari aplikasi yang diselenggarakan perusahaan ojek
online. Sedangkan petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan account
representative (Tn. C) dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan
perpajakan yang dilakukan oleh salah satu wajib pajak yang bergerak di sektor transportasi
onIineVu4]. Hal ini merupakan upaya untuk mengetahui perlakuan perpajakan yang dijalankan
oleh perusahaan penyelenggara transportasi online tersebut dan pengawan yang sudah
dilakukan oleh DJP. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil dokumentasi,
pengamatan, dan wawancara dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-
Undang PPN 1984 dan peraturan turunannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Operator ojek online menegaskan tujuan bisnisnya dalam bagian ketentuan dan
layanan. Gojek menyatakan dengan jelas bahwa Gojek adalah perusahaan teknologi, bukan
merupakan perusahaan transportasi, kurir, pos, jasa pengantaran, logistik, keuangan, dan lain-
lain. Semua layanan disediakan oleh pihak ketiga yang independen yang tidak dipekerjakan
oleh Gojek. Sementara dalam ketentuan dan layanan Grab dijelaskan bahwa Grab hanyalah
penyedia layanan aplikasi dan karena itu tidak bertanggung jawab atas klaim, kerugian atau
kerusakan yang ditimbulkan pengemudi.

Berdasarkan informasi yang berasal dari dokumentasi tersebut dapat disimpulkan
bahwa operator ojek online merupakan perusahaan teknologi atau penyedia layanan aplikasi,
bukan sebagai pihak yang melakukan penyerahan atas jasa transportasi, kurir, logistik, dan
lainnya. Pihak ketiga merupakan pihak independen karena bukan bekerja dengan berdasarkan
sistem upah melainkan dengan sistem bagi hasil. Selain itu, tidak ada hubungan kerja
layaknya atasan dan bawahan tetapi merupakan hubungan kemitraan yang mempunyai
kedudukan yang sama dan saling membutuhkan.

Operator ojek online melakukan perekrutan untuk mendapatkan pengemudi atau biasa
disebut dengan mitra. Untuk dapat menjadi mitra, pengemudi ojek harus memenuhi beberapa
syarat yaitu memiliki kendaraan pribadi lengkap dengan STNK yang aktif, berumur minimal
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17 tahun dan maksimal 55 tahun, memiliki SIM C yang masih berlaku dan harus memiliki
smartphone dengan RAM minimal 1 GB. Selain itu, setelah pengemudi lolos syarat tersebut
maka harus melakukan penandatanganan persetujuan kontrak.

Berdasarkan dokumen kontrak tersebut, tidak disebutkan secara jelas pola kemitraan
yang digunakan antara operator dengan pengemudi di dalam kontrak. Akan tetapi,
berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah dan Pasal 2 sampai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
tentang Kemitraan dapat disimpulkan bahwa sistem kemitraan yang mengikat antara operator
dan pengemudi ojek merupakan pola bentuk kemitraan lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat
sistem bagi hasil penghasilan yaitu 80% bagi pengemudi dan 20% bagi operator.

Operator ojek online beroperasi menggunakan sistem informasi yang canggih.
Operator menggunakan aplikasi (perangkat lunak) yang berbasiskan sistem operasi android
dan 10S sebagai sarana tempat mempertemukan pengemudi dengan pelanggan. Aplikasi ini
harus dipasang dalam perangkat keras yaitu smartphone baik yang digunakan oleh
pengemudi maupun pelanggan. Dalam perangkat keras tersebut terdapat perangkat general
positioning system (GPS) yang berfungsi memberikan informasi posisi dari pengemudi dan
pelanggan. Dengan algoritma tertentu milik operator, pelanggan akan dicarikan pengemudi
yang sesuai berdasarkan kriteria tertentu, misalnya pengemudi yang berada di lokasi terdekat
atau pengemudi dengan penilaian terbaik. Selain itu, semua informasi terkait penyediaan
layanan yaitu seperti data pengemudi, pelanggan, koordinat lokasi, data saldo uang elektronik
dan lainnya disimpan dalam suatu basis data. Informasi yang terdapat dalam aplikasi milik
pengemudi, pelanggan dan basis data saling terhubung dengan jaringan internet. Prosedur
penanganan setiap tahapan dalam aplikasi dilakukan dengan mengikuti Standard Operating
Procedure seperti SOP Pemesanan, SOP Pembayaran, dan lainnya

Pemerintah menjadi pihak eksternal yang sangat penting dalam menentukan proses
dan kelanjutan bisnis perusahaan operator ojek online. Pemerintah berperan dalam
menerbitkan aturan-aturan terkait angkutan umum dan kebijakan ekonomi. Pemerintah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
(LLAJ) tidak memasukkan sepeda motor (ojek) sebagai angkutan umum. Namun, Menteri
Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan membuat diskresi atas penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum
karena sudah terjadi secara masif di masyarakat dan belum ada aturannya. Untuk menjamin
kepentingan dan keselamatan umum, negara melakukan pengaturan dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
mengatur terkait tarif batas bawah batas atas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12
Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan
untuk Kepentingan Masyarakat dengan tujuan menjamin keselamatan pengguna ojek online.
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Berdasarkan dokumentasi juga diketahui aliran proses penyerahan jasa perantara
dalam aplikasi antara pelanggan, pengemudi, dan sistem/operator adalah sebagai berikut.
Pelanggan/user melakukan login ke dalam aplikasi sampai dengan berhasil, setelah itu
pelanggan memilih jenis layanan yang akan dipesan dalam hal ini adalah jasa pengantaran
(goride, grabbike) dan memasukkan data terkait detail pemesanan. Sistem atau operator ojek
online akan meneruskan informasi ini ke driver sesuai dengan algoritma operator. Setelah
menerima data pemesanan, driver akan melakukan konfirmasi di dalam aplikasi, jika driver
menolak order maka sistem akan mencarikan driver yang lain. Setelah mendapatkan driver,
Informasi diteruskan kepada pelanggan dan driver langsung menuju lokasi pelanggan sesuai
data yang diterima sebelumnya. Pengemudi ojek kemudian melakukan pengantaran sampai
dengan tempat tujuan.

Setelah selesai, berdasarkan pengamatan penulis, pelanggan melakukan pembayaran
yang dapat dilakukan dengan kas ataupun uang elektronik. Dalam hal menggunakan uang
elektronik, saldo uang elektronik milik pelanggan akan berkurang dan saldo milik driver akan
bertambah sesuai dengan biaya perjalanan. Terakhir, pelanggan melakukan penilaian di
dalam aplikasi ojek online terhadap performa driver selama melakukan pengantaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan account representative operator ojek
online (Tn C), didapatkan informasi bahwa dalam sehari sekitar ratusan ribu jasa perantara
diserahkan oleh operator pada aplikasi ojek online. Nilai yang menjadi dasar sebagai
pengenaan PPN adalah sebesar imbal hasil yang diterima oleh operator yaitu sebesar 20%
dari omset. Sebagai contoh, jika biaya ojek online dari PKN STAN ke Mall Bintaro
Exchange adalah Rp20.000 maka sebesar Rp4.000 merupakan nominal yang menjadi
penghasilan operator ojek online dan nominal tersebut menjadi dasar pengenaan PPN.

Selain itu, jumlah pengemudi ojek online yang besar ternyata tidak semuanya
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 30% pengemudi ojek online memiliki NPWP
dan sebanyak 70% pengemudi ojek online tidak memiliki NPWP. Oleh karena itu, faktur
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pengemudi yang memiliki NPWP dibuat seperti
biasa yaitu dengan dibuat faktur pajaknya. Namun, bagi pengemudi yang tidak memiliki
NPWP maka faktur pajak atas pengenaan PPN nya diperlakukan seperti pedagang eceran
sehingga Pajak Pertambahan Nilai tetap dipungut dengan faktur pajak digunggung dan
dianggap penyerahan pada pengguna akhir.

Berdasarkan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana
Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjelaskan
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bahwa Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak

 PKP menyerahan Jasa Perantara

e Penyerahan Jasa Pengantaran

e Konsumen Akhir

dengan 3 cara sebagai berikut:

a. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau
langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir
lainnya;

b. dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan
penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan

c. pada umumnya pembayaran atas penyerahan jasa dilakukan secara tunai.

Poin kedua yaitu penyerahan dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir
menjadi poin yang harus diperhatikan. Untuk melihat lebih jelas konsumen akhir sehingga
dapat ditentukan PKP operator ojek online termasuk sebagai pedagang eceran atau tidak
dapat dengan ilustrasi aliran penyerahan jasa sebagai berikut.

Gambar 1 Proses Transaksi Penyerahan Jasa Aplikasi Online
Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
konsumen akhir adalah pengguna atau pemakai akhir dari suatu produk. Dengan kata lain,
konsumen akhir melakukan konsumsi secara langsung barang tersebut, dan tidak digunakan
atau dimanfaatkan untuk kegiatan produksi atau perdagangan. Menurut gambar aliran
penyerahan jasa diatas, operator ojek online melakukan penyerahan jasa perantara melalui
aplikasi kepada pengemudi ojek. Pengemudi ojek setelah mendapatkan pelanggan,
melakukan penyerahan jasa pengantaran pada konsumen akhir/pelanggan. Oleh karena itu,
dapat ditarik kesimpulan bahwa pengemudi ojek bukan merupakan konsumen akhir karena
operator ojek online menyerahkan jasa perantara kepada pengemudi ojek yang atas jasa
tersebut digunakan oleh pengemudi ojek untuk menyerahkan jasa pengantaran kepada
konsumen akhir. Dengan demikian, operator ojek online tidak dapat dikategorikan sebagai
Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran. Dengan diambilnya kebijakan oleh petugas DJP
menjadi dipersamakan dengan pedagang eceran menyebabkan faktur pajak dibuat dengan
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cara digunggung. Perbedaan faktur pajak digunggung dan tidak digunggung seperti pada
tabel berikut.

Tabel Perbandingan Faktur Pajak Tidak Digunggung dan Digunggung

No. Faktur Pajak yang Tidak Digunggung Faktur Pajak yang Digunggung

1 Memuat keterangan lengkap sesuai ketentuan | Memuat keterangan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5)
Pasal 13 ayat (5) UU PPN UU PPN, tetapi dapat tidak mencantumkan keterangan

sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) huruf b dan
huruf g UU PPN
2 [ Nomor Serl Faktur Pajak (NSFP) harus [ Kode dan NSFP dapat berupa nomor nota, kode nota,
menggunakan NSFP yang diberikan oleh | atau ditentukan sendiri oleh PKP Pedagang Eceran
Direktorat Jenderal Pajak
3 [ Dilaporkan secara lengkap pada Formulir 1111 . Cukup diisi jumlah DPP Penyerahan dan PPN yang telah
A2 SPT Masa PPN per transaksi dipungut pada Formulir 1111 AB SPT Masa PPN tanpa

rincian per transaksi

Sumber: artikel ddtc.co.id

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk
menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak dibuat berdasarkan status Pengusaha Kena Pajak
bukan tergantung pada kondisi penerima jasa dalam hal ini pengemudi ojek.

Dengan demikian, kondisi pengemudi ojek tidak dapat digunakan sebagai titik acuan
yang mendasari pembuatan faktur pajak. Yang menjadi dasar adalah kondisi dari PKP
operator ojek online saat melakukan penyerahan. Sesuai dengan keterangan sebelumnya
bahwa PKP operator ojek online tidak dapat dikategorikan sebagai PKP pedagang eceran,
karena terdapat kontrak antara perusahaan penyelenggara aplikasi dengan mitranya. Oleh
karena itu, PKP operator ojek online seharusnya membuat faktur pajak atas semua
transaksinya dengan pengemudi ojek baik yang memiliki NPWP maupun yang tidak
memiliki NPWP.

Operator ojek online seharusnya dapat memiliki data yang lengkap terkait
pengemudi/driver dari dokumen kontrak. Jika dari awal sudah disiapkan, maka akan
memudahkan dalam melakukan administrasi pembuatan faktur pajak. Setelah data terkait
faktur pajak lengkap, Pengusaha Kena Pajak operator ojek online dapat memungut PPN
pengemudi ojek dengan menggunakan faktur pajak gabungan. Atas satu faktur pajak
gabungan untuk satu pengemudi ojek dalam 1 bulan kalender (masa pajak) berisi sejumlah
transaksi penyerahan jasa perantara yang terjadi antara PKP operator ojek dengan setiap
pengemudi. Dengan menggunakan faktur pajak gabungan akan membuat administrasi faktur
pajak jauh lebih efisien.
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Selain itu, PKP operator ojek online dapat mengajukan permohonan untuk
menggunakan e-faktur. Dengan e-faktur, administrasi faktur pajak gabungan yang sudah
efisien akan menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini terjadi karena semua data transaksi
dalam faktur pajak akan tersimpan dalam server. Dengan demikian, operator ojek online akan
lebih maksimal dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan pembuatan faktur pajak
menggunakan e-faktur. Sebagai perusahaan dengan teknologi yang canggih seharusnya
operator ojek online mudah untuk mengaplikasikan e-faktur.

Jika terpaksa Pengusaha Kena Pajak operator ojek online tidak dapat mempunyai data
Nomor Pokok Wajib Pajak pengemudi ojek/mitra, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PER-16/PJ/2014 menjelaskan bahwa
faktur pajak tetap harus diterbitkan dengan mengganti isian kolom NPWP dengan
00.000.000.0-000.000. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang membuat faktur pajak tidak
dapat diterbitkan.

Ada beberapa hambatan yang menyebabkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
belum maksimal. Hambatan yang pertama yaitu banyaknya jumlah transaksi. Operator ojek
online beroperasi meliputi hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Jumlah pengemudi
atau mitra berdasarkan estimasi Gerakan Aksi Roda (GARDA) mencapai 4 juta mitra. Dalam
sehari sekitar ratus ribuan transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat
dengan tepat membedakan pengemudi mana yang memiliki atau tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian, PKP operator ojek online tidak dapat
membedakan perlakuan dalam pembuatan faktur pajaknya sehingga faktur pajak yang ada
digunggung dan tidak digunggung tidak berdasarkan kriterianya. Selain itu, kantor pajak
menerima data transaksi secara kumulatif. Jumlah transaksi harian yang besar apabila
diterima untuk setiap bulan jumlahnya akan menjadi sangat besar. Hal ini membuat pegawai
pajak menjadi lebih susah dalam menganalisa data transaksi Wajib Pajak.

Hambatan yang kedua yaitu perjanjian kontrak. Selain menjalin kemitraan dengan
pengemudi ojek, operator ojek juga menjalin kemitraan dengan banyak pihak seperti restoran,
bioskop, swalayan, dan lainnya. Narasumber Tn A dan Tn B tidak menyebutkan secara jelas
berapa persentase bagi hasil untuk masing-masing layanan. Namun, narasumber
menginformasikan bahwa ada ketidaksamaan persentase bagi hasil. Hal ini menjadi hambatan
karena dengan persentase bagi hasil yang berbeda-beda akan mempengaruhi perhitungan
dasar pengenaan PPN. Faktur pajak yang belum dilakukan administrasi dengan baik oleh
PKP mengakibatkan kebingungan, ditambah dengan beragamnya dasar pengenaan pajak atas
mitra yang berbeda menyebabkan pegawai pajak lebih sulit untuk melihat kebenaran
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hambatan ketiga yaitu sistem bagi hasil antara Grab dengan OVO. Grab sebelumnya
melakukan meluncurkan uang elektronik sendiri yaitu Grab Pay, namun karena tidak lolos
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lisensi Bank Indonesia maka Grab melakukan strategic partnership dengan PT.Visionet
International. Perusahaan ini merupakan milik Grup Lippo yang menanamkan uangnya di
ventura capital yang melakukan pendanaan di Grab. Narasumber Tn A dan Tn B tidak
menyebutkan dengan jelas seperti apa sistem dan bagi hasil Grab dan OVO. Namun, dapat
diambil kesimpulan bahwa Grab dan OVO membentuk strategic partnership dan ada potensi
transaksi terkait hubungan istimewa sehingga pegawai pajak harus lebih teliti dalam
melakukan pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Sesuai dengan kondisi yang telah disebutkan dalam ulasan sebelumnya dan
berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Tn C, didapatkan informasi bahwa pegawai
pajak memaksimalkan pengawasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan melakukan
ekualisasi data SPT. Data internal seperti data SPT Masa, SPT Badan dibandingkan dengan
data pembayaran dan pelaporan. Data pajak masukan-pajak keluaran, alat keterangan dan
laporan keuangan juga digunakan untuk memaksimalkan pengujian pemenuhan kewajiban
perpajakan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, pegawai pajak menggunakan data eksternal
yaitu dengan informasi lain yang di dapat dari mitra, rekanan, lawan transaksi, jurnal,
website, media massa dan sumber eksternal lainnya.

SIMPULAN

Operator ojek online merupakan perusahaan teknologi atau penyedia layanan aplikasi,
bukan merupakan perusahaan transportasi, kurir, pos, jasa pengantaran, logistik, keuangan,
dan lain-lain. Operator ojek online menjalin hubungan dengan pihak ketiga independen
menggunakan pola bentuk kemitraan lainnya, yaitu dengan sistem bagi hasil yang ditentukan
besarnya dalam perjanjian kerja sama kemitraan.

PKP operator ojek online melakukan pemungutan PPN kepada mitra yang memiliki
NPWP dengan membuat faktur pajak. Akan tetapi, bagi mitra yang tidak memiliki NPWP
diperlakukan seperti pedagang eceran atau penyerahan pada konsumen akhir sehingga PPN
disetor dan dilaporkan menggunakan PPN digunggung atau tidak dibuat faktur pajaknya.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembuatan faktur pajak dibuat dengan
memperhatikan kondisi PKP operator ojek online, bukan penerima jasa. Selain itu, PKP
operator ojek online tidak dapat dikategorikan sebagai pedagang eceran sehingga faktur pajak
seharusnya dibuat tidak digunggung. Jika data NPWP tidak lengkap, faktur pajak harus tetap
dibuat dengan mengganti isian kolom NPWP dengan 00.000.000.0-000.000.

Terdapat 3 hambatan saat pengenaan PPN penyerahan jasa aplikasi ojek online yaitu
jumlah transaksi yang sangat besar, perbedaan persentase bagi hasil antar mitra yang berbeda
(pengemudi, resto, kafe, dan lainnya dan adanya strategic partnership dengan PT.Visionet
International (OVO) yang berpotensi memiliki hubungan istimewa.

Pegawai pajak memaksimalkan pengenaan PPN penyerahan jasa aplikasi ojek online
dengan melakukan ekualisasi data internal dan data eksternal. Data-data tersebut meliputi
data SPT masa, SPT Badan, data pembayaran, data pelaporan, data pajak masukan-pajak
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keluaran, alat keterangan, laporan keuangan, dan informasi Wajib Pajak yang didapat dari
media massa, website, sumber lainnya.

Pengusaha Kena Pajak operator ojek online dapat memaksimalkan administrasi
pembuatan faktur pajak dengan menggunakan faktur pajak gabungan dan e-faktur. Dengan
faktur pajak gabungan maka untuk satu mitra setiap 1 bulan kalender cukup dibuat 1 faktur
yang di dalamnya berisi data terkait transaksi yang terjadi. Selain itu dengan menggunakan e-
faktur akan jauh menghemat sumber daya karena data faktur dalam bentuk elektronik akan
disimpan dalam server. Sebagai perusahaan dengan teknologi yang canggih, seharusnya PKP
operator ojek online dapat melakukan administrasi faktur pajak elektronik dengan baik.
Selain itu, untuk menganalisa data yang sangat besar maka Direktorat Jenderal Pajak dapat
meminta bantuan tenaga ahli Data Scientist atau Data Analyst untuk melihat potensi dari
pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum baik dari PKP operator ojek online.
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